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Mengingat

BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LEBONG,

bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan
secara lebih  tertib, efisien, eckonomis, efektif,
transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur
ketentuan tentang perjalanan dinas dalam negeri dan
luar negeri bagi pejabat Negara, pimpinan dan
anggota dewan perwakilan rakyat Daernh, Aparatur
Sipil Negara dan pegawai tidak tetap dilingkungan
Pemenintah Kabupaten Lebong;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam
dan Luar Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lebong,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesi
Nomor 2828); P e

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003

G lenta
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupat::lf
chahu_mg di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik  Indenesia Tahun 2003 Nomor 154
Tambahan Lembaran Negara Re i in
e B publik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R?nulliﬁlgc
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 TsurrlﬂahI
Lembaran Negara Republik Indonesia Hn;‘nnr -'1355]"m

dulan Raya Muara Aman - Arga Makmur Mo. 1 Tubai Kabupaten Lebong Proyi
No. Telp. (0738) 21003 Fax. (0738) 21003 Wobsita : W_M&JWM



10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangnn Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Hepublik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4438);

12 Tahun 2011 tentang

Undang-Undang Nomor
Perundang-Undangan

Pembentukan Peraturan _
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repfuh!ik
Indonesin Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nemor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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13.

14,

b 3 15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 13 Tahun 2006
ﬂ"l"llllﬁg Pedoman Pengelolnan Keuangnn Naerah,
schagaimana  telah  diubah  beberapa  kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pernturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang,
Pedoman Pengelolann Keuangan Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Namor 310);

Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
Tentang Tata Cara Penatausahaan tdan Penyusunan
Laporan  Pertanggungiawaban  Bendahara  Serta

Penyampaiannya,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 201 I.
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagl
Pejabat / Pegawai Dilingkungan Kementerian Dalam
Negeri, Pemenintah Daerah dan Pimpinan serta Dewan
Perwakilan Rakyvat Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nenor 113/PMK.05/2012
Tahun 2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 /PMK.05/2016
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dinas Luar Negeri,

Peraturan Daerah Kabupaten Lebeng Noemer 13 Tahun
2010 tentang Fokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2010 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERJALANAN

DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lebong ini yvang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebo

3. Bupati adalah Bupati Lebong. d e
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebong,

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Raky
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Habupatenaiqéggr?;

erah dan Wakil

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah K
: abupate
;. Pejabal Negara adalah Bupati dan Wakil By pati. paten Lebong.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selani i
i ah s jutnya di
Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, d bebut SKPD adalah Satuan



B

ot

10.

11

12.

13.

14,

15.

16.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24,
25.
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27.

28.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut AFBD adalah
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebong. PRE IR
Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negen Sipil dan ) f‘ e
Ffmtr%ntali dengan Perjanjian Kerja yang bekerja  pada
pemenntah,
Pegawai Negeni Sipil vang selanjutnva disingkat pNS adalah \V:}:E:nr::egé::g
Republik Indonesia vang diangkat oleh pejabat vang honl: Bt
diserahkan tugas dalam suatu jabatan atau diserahkan tug gl
lainnya serta  digaji berdasarkan ketentuan peraturan  pe
undangan. , . )
Pegawail Negeri adalah setiap warga negara Republik _Indantr.;::tg szggl'ﬂzll
memenuhi syarat vang ditentukan, diangkat oleh pejabat diserahkan
diserahkan tugas dalam suatu jabatan dalam neger, atau e
tugas negara lainnva, dan digaji berdasarkan peraturan pe
undangan vang berlaku, ] ‘
Pegawal Tidak Tetap adalah Pegawai vang diangkat untuk -'a"gkz:s::;
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan _dﬂ" pem'l::ﬂEEU"hﬂn_ dan
bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutu
kemampuan organisasi. .
Peﬂalaﬁan Dinis adalah perjalanan dinas melewati batas Kota 1:[&!1 ;aa;:i
dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksan
tugas. dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negf:n.a] —
Pengguna Anggaran vang selanjutnya disingkat PA adalah heprpan :
vang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SK yang
kutan. )
EE:Echngguna Anggaran vang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
vang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan
'sebagian kewenangan dan tanggungawab penggunaan anggaran pada
SKPD vang bersangkutan.
Surat Perjalanan Dinas vang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
vang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Angg_aranl
dalam rangka pelaksanaan Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri. Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain serta pemberian fasilitas
perjalanan dan pembiayaan. ‘ o
Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negen Sipil, Pegawai Tidak
Tetap dan pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu
(pre-calculated amount] dan dibayvarkan sekaligus.

Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran
yang sah.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biayva Perjalanan Dinas yang
dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan
Dinas.

Luar daerah adalah luar wilayah Kabupaten Lebong,

Dalam daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Lebong,

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan

menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan
Dinas.

Surat Perintah Tugas adalah surat resmi yan

pejabat vang berwenang di instansi atau lemba i : ol
me_nugaskan seorang pegawaifstaf untuk melakug:ﬂ;e:uefiflupiﬂa;a o
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat FPI?[,;“'
pE_]ﬂ_bal‘. pada unit kerja vang melaksanakan saty atau beber a{ialah
darn suatu program sesuai dengan bidang tugasnya apa kegiatan

8 dibuat dan dikeluarkan oleh
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(1)

(2)
(3)

()

Standur Binyy
perhitungan
kabupaten,
keluaran,

2nltusrll-ingktuhﬂnh penempatan/ penugasan pepnwni
alam jangkin wikiy tery

entu. .
l‘]""E TEPErsentatif ndalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara,
hr_-krrlnrlx Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Esclon .
Hju.:;u SeWil kendarnnn  dalam kota tempnt  tujunn ndulnh‘hm]m yang
diberikan umtuk sewn kendarann dalam kota tempat tujuan untuk
perjalanan dinas luar daerah bagi Pejubnt Negara,
Biayn jasa angkut adalah binya yoang dikeluarkan dalam melakukan
peralanan dinas dalam doerah yong memasuki wilayah yang sulit fnsilitas
lransportasi,

ndalah  satuan  binyn  yang  ditetapkan sehngal “f:“:::
kebutuhan nppgarnn  dalam  rencana kerja  don "‘Iml‘rfr
baik berupa standar binya masukan maupun standar biaya

piudn tempat tertentu

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan  Bupati  ini  mengatur  mengenai  pelaksanaan dan
pertanggungjnwaban Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri, Pcjabat Negara,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Pegawai Negeri,
dan Pegawai Tidak Tetap vang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan
dinas jabatan.

Pegawai Negeri scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

a. Pegawai Negeri Sipil; dan

b. Calon Pegawai Negen Sipil;

Pegawai Tidak Tetap.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

p— Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

a.

o

(1)

Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat linggi dan prioritas
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

Ketersediaan anggaran dan kesesunian dengan pencapaian kinerja SKPD;
Efisiensi pengeunaan belanja negara; dan

Alruntabilitns pc:mbcr_lan pcripmh pelaksanaan perjalanan dinas dan
pembebanan biaya perjunlanan dinas.

BAB IV
FERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan
menjadi: &

n. Perjalanan dinas yang dilaksanakan ke luar daerah: dan
b. Perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam daerah,
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(3)

i,
b.
C.

d.
e.

f.
g

B

h,

J
(1)
(2)
—
(3)

dIHilHHt.'l:.:u-:uinmn:l dimaksud pada_avat (1) el b
wilayah Kecamagp Lebong Atas, Kecomatan Pelabai,Kecamatan  Lebong
Utara, hecamatan Amen, i";{'l.‘;ll‘t'll'-;ﬂll'l Pinang Belapis, Kecamatan iy
Tf.:‘ﬂ}:iilhu H'-'{-'“”ultﬂﬂl Uram Java, Kecamatan Ll:bﬂﬂg Sakti, Kecamalan
Bingin Kuning, Kecamatan Let;ﬂl':g Selatan, Kecamatan Rimbo Pengadang
dan Kecamatan Topos

Perjalanan  dinas yang dilaksanakan di dalam daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat | 1) hurul b terdiri atas: .

a. Perjalanan dinas vang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; c%an

b. Perjulanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Pasal 5

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka :

Melaksanakan tueas dan funesi vang melekat pada jabatan;
Mengikut rapat, seminar, dan 51.:'jr:ni5n_';a:
Pengumandauhan (datasering):
Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
Mengikut pendidikan dan pelatihan;
Memperoleh  pengobatan  berdasarkan surat  keterangan dokter karcna
mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugas; .
Menjemput ‘mengantarkan ke  tempat  pemakaman jenazah  Pejabat
Negara/Pegawai Negeri vang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan
dinas;
Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah  Pejabat
Negara/Pegawai Negeri vang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang
terakhir ke kota tempat pemakaman; dan
Mengantar/ menjemput jenazah atau orang sakit bagi SKPD pelayanan
keschatan.

Pasal 6

Perjalanan dinas oleh pelaksanan SPD dilakukan sesuai perintah atasan

pelaksana SPD vang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.

Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan

ditandatangani oleh:

a. Bupau untuk atas nama Bupati dan Wakil Bupati:

b. Bupati, Wakil Bupati dan/atau Sckretaris Daerah untuk Sekretaris
Daerah,

c. Ketua DPRD untuk atas nama Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan
Anggota DPRD, apabila Ketua DPRD sedang melaksanakan dinas
luar/berhalangan/tidak masuk kerja maka Ketua DPRD dapat menunjuk
pejabat vang mewakili dengan surat tugas penunjukkan:

d. Sekretaris Daerah untuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dan/otau Pejabat vang ditunjuk untuk mewakili Sekretaris Dﬂcrai‘::
dengan surat tugas apabila Sckretaris Daerah sedang melaksanakan
dinas luar/ berhalangan/tidak masuk kerja;

¢, Sekretaris Daerah untuk pejabat eselon 11 di lingkungan Sekretariat
Daerah; dan

f. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) unt ] i
vang berlaku pada SKPD berkenaan dan ata]u Pe}:l}lga?c?:;“gntntd“:mi
dengan surat tugas untuk mewakili Kepala SKPD apabila Kepala ;T{ISD

sedang melaksanakan dinas luar/berhalangan /tidak masuk keria

Surat Perintah Tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (2 al? i s

mencantumkan hal-hal sebagai berikut : palng sedilat

a. Dasar pelaksanaan tugas;

b, Pemberi tugas;

¢. Pelaksana tugas;



d. Keperluan

pelaksanaan lugas,

e. Tujuan pelaksanaan
tugas;
f. Waktu pelaksanaan tugas; dan

g Keterangan pembeba
(4) Dalam hal berdasark

ayat (1), dilakukan

nan biaya pelaksanaan tugas. _
an Sural Perintah Tugas scbagaimana dimaksud pada

a, Perjalanan dinas luar daerah: atau
b. Perjalanan dinas yang dﬁ;ﬂi&ﬂzm di dalam daerah lebih dari 8 (delapan)
jam, Surat Perintah Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD. )
(5) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai
dengan format schagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Surat Perjalanan Dinas (SPD) diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran. i

(2) Surat Perjalanan Dinas (SPD) scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

<@
m0opEp

B

(3) D
berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan {SBM].

(4) Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penerbit SPD,
Pelaksana tugas;
Keperluan pelaksanaan tugas;
Tujuan pelaksanaan tugas;
Kendaraan yang digunakan;
Waktu pelaksanaan tugas; dan
Keterangan pembebanan biaya pelaksanaan tugas.
alam penerbitan SPD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

BABV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

:;) (1) Perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen scbagai berikut :

poo oD

——y

Uang harian;

Biaya transport;

Biaya hotel dan/atau penginapan;
Uang representasi;

Sewa kendaraan dalam kota; dan
Biaya angkut dalam daerah khusus.

(2) iJang harian dibayarkan berdasarkan daerah tujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.

uang makan;

b. wuang transport lokal; dan

C.

uang saku.

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.

perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan
keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal
bus/stasiun/bandarafpelabuhan keberangkatan dan bahan bakar
minyak;

Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/tol ban

keberangkatan d;]n kepulangan; dan ! ! lart/pélabuhian
Biaya bagasi maksimal 20 Kg untuk peclaksana SPD bagi maskapai
penerbangan yang tidak menanggung biaya bagasi.
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4) Biaya hotel dgq . _ ‘
a hurul b, mcrur;m?;,""u E“Fmﬂpa" “ebagasimana dimaksud pada ayat (1)

dan/atau penginapan, aya yang diperlukar untuk menginap di hotel

(5) Dalam hal pelaksana SPD  tida) me
penginapan sebagaimana dimaksud
scbagni berikut:

a. E::;};zinaamgf;ﬁ dlbclnkan biaya penpganti hotel [?Hﬂfﬂlll'u_ prnginapan
tuan seba EA pu Uhl Persen) per malam dari tarif hotel di kota tempat
Jagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lebong tentang
St_.andnr Biaya Masukan (SBM); dan
b. Biaya pengganti hotel dan/atay penginapan sebagaimana dimaksud
pada hurufl a dibayarkan secara lurnpsum.

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat
diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD,
Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I per hari selama melakukan perjalanan
dinas sesuai Surat Perintah Tugas,

(7) Sewa kendaraan dalam kota schbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas
di tempat tujuan,

(8] Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk
biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

(9] Biaya angkut dalam daerah khusus sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf { dapat diberikan dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam
daerah  dengan tujuan daerah khusus yang sulit dijangkau
transportasi/ftidak dapat dilalui kendaraan.

(10) Biaya angkut dalam daerah khusus pembayaran secara rill.

(11) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format
scbagaimana tercantum dalam Lampiran [l yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(12) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang mengeluarkan SPD bersangkutan,

(13) Biaya perjalanan dinas diatur melalui Peraturan Bupati tentang Standar
Biaya Masukan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 9

Nggunakan biaya hotel dan/fatau
pada ayat (4), berlaku ketentuan

(1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk
melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh
Pimpinan dan Anggota DPRD/ASN/Pegawai Tidak Tetap dapat mengjnap
pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas |}
penginapanfhotel yang tclnh_ di‘tttap]-mn untuk masing-masing Pimpinan dan
Anggota DPRD/ASN /Pegawai Tidak Teta p.

(2) Khusus untuk ajudan yang mendampingi Pejabat Negara dapat men ginap di
hotel yang sama dengan tarnif terendah.

(3) Khusus untuk staf/supir yang mr:nc.lamping;i Pejabat Eselon 11 dapat
menginap di hotel yang sama ‘_1""_5'-&",' tarif terendah.

(4) Jumlah staf yang mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD maksimal
sama dengan jumlah Pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan SPD.

Pasal 10

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan
untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan

ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran [l yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.



r

(2)

(3)

(1)

(2)

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu Ke
satu hari maka uang harian dibayar hanya satu kali dari

Pasal 11

digolongka an dinas schagnimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
o g ndalama{liga} tingkat, yaitu : :

Rakyat Dg Hntak Bupati, wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan
b. Tingkat B crah serta pejabat lainnya yang sctara;

¢. Tingkat o uk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I;

Sontuk P jabat Eselon
IV/PNS Golongan Pejabat Eselon IlI/PNS Golongan IV, Peja

L ‘ I, PNS Golongan
Il dan Golongan | ',F;"T'r;rlpﬂ.lﬂbat Esclon IV/PNS Golongan III, g

ii?sﬂéiﬂan dinas yang mengikutsertakan pihak ketiga/unsur masyanallkat
kcpﬂdnynnn PCgawai daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas
a. .

B ang bersangkutan, diberlakukan scbagai berikut : o

diab%:lﬂ lﬁgiﬁa ahli atau profesi, organisasi tertentu dan sgjenisnya
| tenmo taril scbagaim jabat eselon III;

Bagi tenaga tekni gaimana untuk peja

il diberi tarif pejabat
eselon 1V, s atau personil diberikan setara dengan pej

b.

C. Unsur masyarakat umum atau personil diberikan setara dengan tarif

: gﬁlo“ga_“ I/ pegawai tidak tetap.

Biaya perjalanan dinas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

d}b'cnk&n berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi

scbagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya

Masukan;

Biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill berdasarkan

Fasilitas Transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Biaya transport dari bandara ke hotel dan/atau penginapan

sebaliknya dibayarkan secara lumpsum.

. Biaya hotel dan/atau penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya rill dan

berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya Masukan:

e. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar
Biaya Masukan; .

{. Sewa kendarman dibayarkan sesuai dengatn biaya rill dan berpedoman
pada Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya Masukan;

dan

Bagian Kesatu
Biaya Perjalanan Dinas dalam Kabupaten

Pasal 12

Perjalanan dinas dalam kabupaten, diberikan biaya perjalanan dinas berupa
uang harian dengan pelaksanaan tugas minimal dilakukan sclama 8
(delapan) jam.

Be 1 uwang harian d{bayarknn secara h;mpsum dan besarannya diatur
melalui Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan,

Pasal 13

~camatan/Desa dalam
nilai yang tertinggi.



- Baglan Kedua

(1) Perjalanan dinas ke luar daerah, diberikan biaya perjala

(2)

(3)

(4)

(5)

(&)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Blaya Perjalanan Dinas ke Luar Dacrah

Pasal 14
nan dinﬂﬂ YB"E
terdini dani:
a. vang harian:
b. biaya penginapan;
c. biaya transportasi;
d.biaya transport dari bandara ke hotel dan/atau pen
scbaliknya; : Eselan 11); dan
- Uang representasi (untuk pejabat negara, DPRD ol P-c]ﬂ'ba :_I‘herikan sewa
;l:::}:xl.;;lsus perjalanan dinas luar daerah luar prowies!. 55
m‘lzmn dalam kota (Pejabat Negara). : at (1
Uang harian dibayar accamjlumpsum sebagaimana g:ms?:nfaa:: gfﬁnd[all-

huruf a dan besarannya diatur melalui Peraturan
Biaya Masukan.

EFsam“ biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu:;rzaz
qlbﬂ}'arkn_n sesuai dengan biaya rill. Dalam pelaksanaan pcr;alan&ﬂk da
tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, EPE o
yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar w%d.[ r%tr
PU"I'-“'I persen) dari taril hotel sesuai dengan kota ;:;npnt tujuan dia
melalui Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan. o .
Biaya transportasi scbagaimanagdimaksud ayat (1) huruf ¢ diberikan biaya
transportasi sesuai dengan kebutuhan rill yang dikeluarkan berdasarkan
bukti yang sah. .

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayar
secara lumpsum dan besarannya diatur melalui Peraturan Bupati tentang
Standar Biaya Masukan.

Sewa kendaraan dalam kota hanya diberikan bagi Pejabat Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibayarkan secara rill.

ginapan dan

c
f.

Pasal 15

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan kendaraan dinas
tidak diberikan biaya transportasi tetapi diberikan biaya pengganti bahan
bakar minyak sesuai dengan kebutuhan rill.

Biaya transportasi ke dan dari luar kabupaten yang jasa transportasi tidak
mengeluarkan bukti pembayaran, l:l_lsertal dcng:an surat pernyataan bahwa
kendaraan umum tidak mcn:-.redzal_{an bukti pembayaran atas biaya
perjalanan, biaya transportasi disesuaikan dengan harga rill.

Dalam hal biaya perjalanan dinas luar daerah untuk mengikuti rapat,
ceminar dan scjenisnya scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditanggung oleh panitia pen}rclcpgga:a, biaya perjalanan dinas dimaksud
dibebankan pada DPA satuan kerja pelaksana SPD.

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah, biaya transportasi sebagaimana
dimaksud pasal 14 ayat (1) huraf ¢ dari dangaml ke
bandara/ terminal/bus/stasiun/pelabuhan dibayar secara lumpsum sesuai
dengan daecrah tujuan diatur melalui Peraturan Bupati tentang Standar
Biaya Masukan. ]

Dalam hal panitia penyelenggara menyampaikan pemberitah )
pembebanan biaya Perjalanan Dinas dalam suztfundﬂngiin :11:: g_?;a{
rapat, seminar, dan sejenisnya maka biaya tidak dibe 3 glkuati
satuan kerja pelaksana SPD. bankan pada DPA



(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Dalam hal biayn Penginapan pada hotel/ penginapan ng sama sebagaimana
dimaksud pada ayar [sﬁctﬁ tinggi :;Eri e i?ara hotel/penginapan
sebagaimana  diatyy dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya
Masukan, makq Pelaksana Spp menggunakan fasilitas kamar dengan biaya
terendnh pada h“lﬂupﬂnginnpan dimaksud.

alanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu
I puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut

sana SPD hanya diberikan uang harian.

Dalam hal per
kurang 24 (dv
kepada pelak

Bagian Ketiga
Blaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikutl Pendidikan

dan Pelatihan Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Prajabatan
Pasal 16

Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepimpinan c!an
Prajabatan yang dilaksanakan dj luar Kabupaten Lebong untuk uang harian
dibayarkan scbesar 30% (tiga puluh persen] dari tarif uang harian yang
diatur melalui Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan.

Dalam hal melaksanakan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait
dengan pengembangan sumber daya manusia selain yang dimaksud pada
pasal 16 ayat (1) yang pelaksanaannya tidak lebih dari 5 (lima) hari, dimana
biaya penginapan/akomodasi ditanggung oleh pelaksana kegiatan yang
diikuti selama pelaksanaan perjalanan dinas, maka uang harian dibayarkan
satu han sebelum dan satu hari sesudah bimtek dan sejenisnya, dibayar
sesuai dengan tarif melalui Peraturan Bupati tentang Standar Biaya

Masukan dan uang harian hari pelaksanaan kegiatan dibayarkan 30% (tiga
puluh persen).

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 17

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu
anggaran yang (ersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bersangkutan tahun berkenaan.

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme
UP/GU/TU dan LS.

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dapat
dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/
Pimpinan dan Anggota DPRD/ASN /Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan
perjalanan dinas oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu dari UP/GU/TU yang dikelolanya.

Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas
dilaksanakan.

Besarnya uang muka yang diberikan sebesar 70% {tujuh puluh persen). Dari
perhitungan rincian perkiraan biaya perjalanan dinas,

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan
persetujuan pemberian uang muka dari Pengpuna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen scbagai berikut -

a. Surat perintah tugas;



D

b. Fotokopi SPD;

c. Kl..\.fill\ﬂﬁi tanda terimg
d. Rincian Perkirnan biay
(71 r.‘.i_ulnm hal peralanan di
dinas scebagaiman
perjalanan dinag selesai,

i ::I';lﬂlm.mn "‘h"‘fm Yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa
: anallmﬁnn dm?.qi-mud pada ayat (2) huruf a meliputi: )
- Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang
melekat pada Jabatan: dan

(9) ]IJ" Pﬁrjﬁlﬂﬂﬂn dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
Gty Laran biava perjalanan dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat |
hﬂm}hﬁﬁ kerja sehelum perjalanan dinas dilaksanakan.

(10) Apabila perjalanan dinas menggunakan fasilitas pesawat udara maka
pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana SPD paling cepat 10
sepuluh) hari sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

(11) Apabila perjalanan dinas dibatalkan berdasarkan surat pemberitahuan
penyelenggara maka segala biaya akibat dan pembatalan ini dapat
dibayarkan berdasarkan bulkt yang rill dan sah.

unng muka: ¢<lan

A perjalanan dinas. 1
Hmas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan
a dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah

Pasal 18

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan
melalui :

a. Perikatan dengan penyedia jasa;
b. Bendahara pengeluaran;
c. Pelaksana SPD.

(2) Perjalanan dinas yang melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) huruf a meliputi :

a. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang
melekat pada jabatan;

b. Pelaksanaan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan
sejenisnya,

(3] Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa event
organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan
perusahaan jasa perhotelan/penginapan,

(4) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.

(5) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan
perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian f pengadaan tiket
dan/atau biaya penginapan. L .

(6) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu)
paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.

(7) Nilai satuan harga dalam satu I-:untrakfpc:janjian tidak diperkenankan
melebihi taril tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa
transportasi atau tarf penginapan/hotel resmi vang dikeluarkan oleh
penyedia jasa penginapandfhntel. .

[8) Tarif penginapan/hotel tidak dapat melebihi taril penginapan/hotel yang
diatur melalui Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan,

(9) Pembayaran perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS)
apabila : )

a. biava perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum
perjalanan dinas dilaksanakan;

b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas
dibayarkan.



: . . . harinn dan uang
_q10) Perjalanan dinas yang melalui perikatan maka uang
representasi dibayarkan langsung oleh bendahara pengeluaran SKFD yang
bersangkutan terhadap masing-masing pelaksana SPD.

Pasal 19

tl, Dalﬂm hal jun’ﬂﬂh ha.l'i pcrjﬂlﬂnﬂﬁ dinas mﬂiﬂbihi j\:‘mIﬂh hﬂ_.l.'i. Yg—:]s]
ditetapkan dalam surat perintah tugas/surat perintah perjalanan dc:Pt::'kan
tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPD dapat diben

tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa
kendaraan dalam kota.

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang represeniasi dan dﬂtwi
kendaraan dalam kota scbagaimana dimaksud pada ayat (1) aﬁ:
dimintakan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untu
mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa : dar/kepala
a. Surat  keterangan kesalahan/kelalaian  dan syahbandac/lopa

bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; danfatau
b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas,
c. Surat pemberitahuan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan. ggun

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pen a

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran membebankan biaya tambahan uang
harian, biaya penginapan, uang reprentasi, dan sewa kendaraan dalam kota
pada DPA satuan kerja berkenaan, .

(4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang reprentasi dan sewa
kendaraan dalam kota scbagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5§ huruf
e sampai dengan huruf j,

(5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang
ditetapkan dalam SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya
penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota yang telah
diterimanya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang
representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
S huruf i.

(7] Dalam hal perjalanan dinas yang melebihi jumlah hari yang ditetapkan
dalam SPT maka uang harian, uang representasi dan sewa kendaraan dalam

kota, hotel dan atau penginapan tidak ditanggung oleh DPA SKPD berkenaan
kecuali untuk tiket kepulangan.

Pasal 20

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) penerbit SPD.

Pasal 21

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas Jabatan, bi
pembatalan dapat dibebankan pada DPA Satuan Keria P » blaya
(SKPD) berkenaan. 1ja Perangkat Daerah

(2} Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka

pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas i

pelaksana SPD, atau paling rendah pejabat Eselon 1 i atasan

di bawah Pejabat Esclon Il ke i
scbagaimana tercantum dalam Lampiran V yan akan 1 ;

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, o Pakan bagian tidak

pembebanan b’iajra_



f

_—_

—t., Surnt Permyntann Pembebanan Binya Pembatalan Perjalanan Dinas
Jobatan yang dibuat sesuni format sebagaimann tercantum dalam
Lampiran V1 yang merupakan bagian tidak terpisahknn dari Peraturan
Bupatli ini;

¢. Permyatann/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan/atau
biaya penginapan yang disetujui olch Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran.
(3) Biaya pembatalan yang dapat dibcbankan pada DPA satuan kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai !:-erikut 3
a. biaya pcmbatalan tikel transportasi atau biaya penginapan; atau
b. seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat

dikembalikan / refund.

BAB V1
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 22

(1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan
n oleh pejabat yang berwenang.

Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang diterbitka i

(2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pcjabat Negara, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan
Pegawai Tidak Tetap dan SPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya
sesuai peraturan perundang-undangan,

(3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas
(SPT) dan Surat Perjalanan Dinas [SPD) untuk perjalanan dinas diterbitkan
oleh PA/KPA yang biayanya dibebankan pada DPA SKPD yang bersangkutan.

(4) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan
Surat Perjalanan Dinas (SPD) menetapkan alat transportasi yang digunakan
untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan
kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

(5) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pclaksanaan perjalanan dinas
kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

(6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dengan melampirkan dokumen berupa :

a. Surat Perintah Tugas yang sah dan atasan pelaksana tugas;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat
pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat
tujuan perjalanan dinas;

c. Tiket pesawat, boarding pass, airpoirt tax, retribusi, biaya bagasi dan
bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

d. Daftar pengeluaran rill sesuai dengan format sebagai tercantum dalam
Lapiran [V yang merupakan bagian tak terpisah dari Peraturan Bupati ini;

e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa
kwitansi atau bukti pembayaran lainnya;

f. Bukli pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan

g- Laporan pelaksanaan tugas.

(7) Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g
dibuat sesuai format sebagaimena tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

(1) SPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
perjalanan dinas.



o

= (2) Eﬁlﬂ{]ﬂ hSFD lldakl boleh ada penghapusan atau cacat dalam ‘tulll'ﬁﬂl'l-
- erubahan dapat dilakukan dengan ceretan dan dibubuhi paraf dari pejabat
; yang berwenang.

(3) Perhitungan besaran jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terinci
yang merupakan lampiran SPD.

(4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan
lampiran  SPD  dengan  dibubuhi tanda  tangan bendahara
pengeluaran/bendahara  pengeluaran pembantu  setujui bayar ~oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD yang bersangkutan
serta tanda tangan Pejabat Negara/Pimpinan dan anggota DPRD/Pegawal
Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap vang melakukan perjalanan dinas sebagal
tanda tenima.

[S) Pada SPD dicatat
a. Tanggal berangkat dan tempat kedudukan/tempat berada _dal_'l

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
b. Tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh
pihak/pejabat di tempat vang didatangi; dan .
c. Tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dan ditandatangani pejabat
vang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk. .
(6] Pada saat penverahan SPT, SPD, laporan pelaksanaan tugas dinas dan
- bukti-bukti biaya vang dikeluarkan selama melaksanakan perjalanan dinas,
- diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan
biava perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
(7) Pertanggungjawaban mengenai biaya perjalanan dinas yang tF"‘"-h
dibavarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas
dimaksud benar dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 24

(1) Pejabat yang berwenang bertangungjawab atas ketertiban pelaksanaan
peraturan ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.

(2] Pejabat vang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas
untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta
mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan
lamanya perjalanan.

(3) Pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab

i - sepenuhnya atas kerugian vang diderita oleh negara sebagai akibat dan
m— kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam

hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan,
(4) Terhadap kesalahan, kctﬂ!ntﬂﬂ atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada
avat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan vang
berlaku; dan/atau
b. Hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut
ketentuan perundang-undangan berlaku.

Pasal 25

(1) Pembayaran uang harian dan uang representasi dilakukan sesuaij
banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas,

(2) Biaya transportasi, pcjaba_t negara/pimpinan dan anggota DPRD/ASN /PTT
dibayar sesuai rill yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran vang
sah.

(3) Bukti pengeluaran yang sah un_tul-: biaya transportasi pegawai terdiri Anri +
a. Tiket  transportasi dari tempat kedudukan ke terminal

bus/stasiun/bandara/pelabuhan;




b. Tikel transportasi dar termi
. : minal b
- tempat kedudukan: us/ stasiunfbandara/fpelabuhan ke

() Dalm. hel t:!-; .{n_n tiket lnw:mnn bukti pembelian tiket lainnya. .

JAlE i iket transportasi dan  tempat  kedudukan ke terminal
hus,u"‘:-:mmun,|f'l.'r:1l1<|urufp-c'lnhuh.fm pergi pulang dan tiket transportasi dari
terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang
tidak diperoleh (hilang) maka bagi yang melakukan perjalanan dinas
membuat dafltar pengeluaran rill g.'mm}lihutuhknn untuk biaya lranspotasi
tersebut  yang  disetujui oleh Pengguna  Anggaran/Kuasa Pengguna
Angearan,  dengan  menyatakan  tanggung  jawab sepenuhnya  atas
pengeluaran sebagai pengeanti bukti pengeluaran dimaksud.

[5) Perkirnnn besarnya jumlah binyn perjanlanan dinas dimangkﬂn‘dﬂ]ﬂm
rincian biayn perjnlanan dinas sebagaimana diatur dalam lLampiran v
Pernturan Dupati ini, :

(6) Penppuna Anpgaran/Kuasa Pengguna Anggaran menilai kesesuaian dﬂ.n
kewajaran atas biaya-biaya yang diatur dalam Doftar PEI_‘IE'?I'-'H"HH,RM
sebagaimana diatur dalam Lampiran [l dan merupakan bagian yang tidak
terpisabkan dari peraturan ini. .

(7) Pembayaran kekurangan atas biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan

- setelah  perhitungan rampung atas bukti-bukti yang diserahkan oleh
= pelaksana SPD,

Pasal 26

(1) Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai
Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh
bukti pengeluaran asli kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran.

(2) Pengguna Anggaran/Kunsa Pengguna Anggaran melakukan perhitungan
rampung seluruh  bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat
Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawani Negeri Sipil/Pegawai Tidak
Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.

(3] Apabila terdapat kelebihan pembayaran/ Pejabat Megara/Pimpinan dan
Anggota DPRD/ Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak Tetap yang telah
melakukan peralanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada
bendahara pengcluaran{pengduamn pembantu.

(4) Apabila menggunakan mekanisme pencairan Tambahan Uang Persediaan
(TU) dengan fransaksi non tunal_ sesual dengan Instruksi Bupati No 06
Tahun 2018 tentang Transaksi Non Tunai pengembalian kelebihan
langsung disetorkan ke kas daerah.

(5) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat
Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak
Tetap yang telah melakukan _peqalanan‘ dinas dengan melakukan transfer
kekurangan atas biaya perjalanan dinas sehingga bukti pembayaran
terdapat 2 (dua) bukti pembayaran dan rincian biaya peralanan dinas
(roaming).

A

BAB VIII
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 27

(1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian  internal

terhada
pelaksanaan perjalanan dinas. P




/m

Pengemlahan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya,
Bupati ini dengan penempatannya

= 9
yy'f

ndangan Peraturan

memerintahkan pengu
n Lebong.

dalam Berita Daerah Kabupate

Ditetap di Tubei
pada tanggal

Z7hBUPATI LEBUHG,‘T‘Q

A

—

H. ROSJONSYAH

1 Juli 2020

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 1 Juli 2020

ARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 31




l

L/

Lampiran I Peraturan Bupati Lebong

Nomor
Tanggal

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor ; ..
Dasar - 1.
2,
Jd. dst
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Pangkat /Gol
Jabatan
MENUGASHKAN
Kepada : 1. Nama :
MNIP
Pangkat /Gol
Jabatan
2. Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Keperluan ;
Tujuan
Lamanya
Tgl Berangkat
Tgl Kembali
Lain-lain

a. Biaya dalam rangka perjalanan dinas

dibebankan Ln::pada Dc-kumen

¢ 31 Tahun 2020
1 Juli 2020

KOP SURAT DINAS

tersebut

Pelak
ke claksanaan Anggaran

Kegiatan... .
b. Yang bersangl-cutan
tertulis atas penugasan ini.
Demikianlah Surat Perintah Tugas ini untuk d
baiknya dan bertanggungjawab.

Dikeluarkan di : Tubej

Pada Tangeal

Kabupaten Lebong

diw a]:bl-:a.n menyampaikan laporan

ilaksanakan dengan sebaik-

(Bupatli/WakilBu
on 11/Eselon 111

pati ,-"Sckdafﬂsiatenf Esel

T ——




-

Lampiran Il Peraturan Bupati Lebang,

Nomor : 31 Tahun 2020
Tanggal : 1Juli 2020

KOP SURAT DINAS

Lembir Ke o vecinriarmmmiesaseess
Kode No R
Nomor T vessessssasessesene

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD

©)

1 1. Pengeuna Anggaran/Kuasa | : .
Pengguna Anggaran

\2, Nama Pegawai yang | :
diperintah/NIP

3. a. Pangkat dan golongan
b. Jabatan :
| c. Tingkat Menurut Peraturan): ¢
Perjalanan Dinas
\ 4. Maksud Perjalanan Dinas
5. Alat Angkut yang dipergunakan
6. a. Tempat Berangkat

o»

: a.
b. Tempat Tujuan : b
7  a. Lamanya Perjalanan Dinas T a.
b. Tangeal Berangkat : b
c. Tanggal Harus Kembali I
| 8. Pengikut
1ggaran
> zeﬂhsi:ﬂ? HPRERE : a.Badan Keuangan Daerah
b. Mata Anggaran b. Biaya dalam rangka Perjalanan
- Dinas terscbut ditanggung oleh
DPA Kegiatan
: in-lain : Dinas/Badan/Bagian/Kecamatan
10. Keterangan Lain . mw
Tahun Anggaran

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN



S 'SPD NO
Berangkat dari T
{Tempat
Kedudukan) ]
Pada Tanggal !
Kepala (sesuai dengan yang
menandatangani SPT)
NIP. -
| e
11. Tiba di | Bemngkat dari '__‘___________._-—-—————
Pada Tanggal Ke .
Pada Tanggal
kepala Kepala
. |
NIP NIP .
111. Tiba di - | Berangkat dan
Pada Tangegal - P_ada Tanggal
Kepala Kepala
| NIP. ! :
IV. Tiba di |t | E!erz_ggglgat dan
gg 1 |2 | | ke
. Eﬂzgﬂm -  Pada Tanggal
¥ Repala
( e iieieesmneeesnneenzneeee] | [ )
| NIP__ NIP
' V. Tiba dan Telah Diperiksa dengan keterangan
‘[Tfmpat bahwa Perjalanan tersebut di atas benar
Kedudukan)| dilakukan atas dan semata-mata untuk
Pada Tanggal kepentingan Jabatan /Dinas.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna | Pengguna  Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran Anggaran
NIP. NIP.

VI. CATATAN LAIN-LAIN

| VII. PERHATIAN

pejabat vang mengesahkan

kealpaannya.

PA/KPA vang menerbitkan SPD, pegawai vang melakukan

; tanggal berangkat/tiba
bertanggungjawab berdasarkan peraturan peraturan
apabila Negara/Daerah menderita kerupian akibat

perjalanan dinas, para
. serta  bendaharawan
Keuangan Negara/Daerah,
kesalahan, kelalaian dan




Lampiran Il Peraturan Bupati Lebong
Nomor : 31 Tahun 2020
Tanggal : 1Juli 2020
RINCIAN BIAY
Lampiran SPD Nomor A PERJALANAN DINAS
Tanggal :
1 t;:o Il PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN _ |
2
3
4
5
6
7
8
| JUMLAH
| Terbilang :

— ., tanggal, bulan tahun
Telah dibayar sejumlah Telah menerima jumlah uang sebesar
Eend:aha.ra Peng-:lua.ran ‘r’a.ng Menenma

NIP. NIP.
PERHITUNGAN SPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah : Rp...
Yang telah dibayar : Rp
Sisa kurang/lebih: Rp........c..co.uie
-

Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna
Anggaran

NlF]




upati Lebong
Lampiran IV Pemturﬂn.ﬂaf Tahun 2020

?33"&31 . 1Juli 2020

Format Daftar Pengeluaran Rill

FORMAT PENGELUARAN RILL
Nama :
NIP
Ber et et b e e e s Kﬂbul-"at.cr;
Berdasarkan sy rat perintah tugas dari PA/KPA OPD........ o orveeaseesy dengan in
Lebong Nomor ; coereraneeee TANGRAL cooviveeeres
kami meny

atakan dengan sesungguhnya bahwa :

; , ini vang
. 5 an di ba\.\ah ity
1. Biaya transportasi pegawai dan atau biaya Pf’:.lg::aieuputj -
tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, JUMLAH
(NO|  URAIAN LAMANYA

J
JUMLAH

¢ i benar-benar dikeluarkan
da angka 1 di atas : D :
2. Jumlah uang tersehuetljz;nan dinas dimaksud dan apabila dl}‘emudiﬁtll
e pe}iaksaina;;e%ihan atas pembayaran kami bersedia un
haﬁ}eizﬁ:;l; kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
meny

taan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
ikian pernyatas
Eeﬂggaimana mestinya.

i/ Menyetujui _Tempat, tanggal, bulan tahun
Mcngctag;:;{{ PA Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil

..............................................



Lampiran v peraturan Bupati Lebong
Nomor : 31 Tahun 2020
Tanggal : 1dJuli 2020

SURAT PERNYATA;
N PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

omor : ...
Yﬂng benﬂndﬂ tﬂ'l'l S
gan di be e
Nama : awah inj :
NIP

Jabatan
SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas jabatan atas
nama :

Nama

NIP

Jabatan

SKPD :
Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan diseba

bkan adanya keperluan dinzs
lainnya vyang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda
N1 1 & D TP P PR R L

atau perubahan jadwal
dari penyelenggara. Sehubungan dengan pembatalan tersebut,

pelaksanaan
perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pe;

abat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila

dikemudian hari ini ti bertanggung
i i ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya

'alw:ab pe1nuh dan bersf;dia diproses sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.
]

. , tanggal, bulan,
tahun

Yang Membuat Pernyataan

.............
..........
...........
.........



Lampiran VI  Peraturan Bupati Lebong

Nomor : 31 Tahun 2020
Tanggal : 1Juli 2020

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tan
Nama
NIP
Jabatan
SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas jabatan
berdasarkan surat tugas Nomor :

ST NIRRT Tanggal ....cooeeeeerenneeness dan
SPD Nomor ....................... atas nama :
Nama

NIP
Jabatan
SKPD

Dibatalkan sesuai dengan surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan
dinas jabatan nomor

...................... Berkenaan
dengan pembatalan tersebut, biaya transportasi berupa............... dan biaya
penginapan yang telah dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan /
refund (sebagian/seluruhnya) sebesar ;= AP PR sehingga dibebankan pada
DPA SKPD....oiiiiieniinninane Kegiatan ... .

Demikian surat pernyataan ini dibuat d_engan sebenarnya dan apabila
dikermudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan
kerugian negara/daerah, saya bertangguingiawab penuh dan bersedia menyetor
kerugian Negara/daerah tersebut ke Kas Negara/Daerah.

gan di bawah ini :

e, tangeal, byl
tahun w

Yang Membuat Pernyataan

_______
------



Lampiran VIl Peraturan Bupau Lebong 3
Nomor : 31 Tahun 202
Tanggal : 1Juli 2020

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Dasar Perjalanan : O ey
Lo triennrisnirinnssenmissorssrassbsarenne
3. Dst

Tanggal :

Maksud Perjalanan

Tujuan

Isi Laporan

rseressanean ..tanggal, bulan, tahun
Yang Melaksanakan Tugas

1 (.- )
NIP.... coererentsssssosmssasivisas

2. T S LIITTrs )
NIP..

3. (.- )
NIP..

4. ( )



